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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019 perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian Pendayagunaan  Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Tahun 2015- 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;

7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi = Kementerian/Lembaga dan  Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
2015-2019.
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Pasal 1

(1) Road Map Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tahun 2015-2019 sebagaimana dalam pasal satu berlaku
sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan
evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan
reformasi  birokrasi di lingkungan = Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tahun 2015-2019.

Pasal 2
Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan
perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
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YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2015
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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1.1.

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019

BAB 1
PENDAHULUAN

Pengantar

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam
upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah
dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun yang
secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Birokrasi pemerintah
menjalankan peran regulasi, stabilisasi, dan distribusi kekayaan negara.

Dalam RPJMN tahun 2015-2019 telah ditetapkan bahwa agenda kedua
pembangunan nasional yang disusun sebagai penjabaran operasional dari
nawacita adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya, yang meliputi subagenda prioritas sebagai
berikut:

1. melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan
publik;

2. meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan
pembangunan,;
membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah; dan

4. menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi
Nasional (RBN); dan

5. meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan
publik.

Hal ini menunjukkan bahwa membangun transparansi dan
akuntabilitas kinerja pemerintah dan penyempurnaan serta peningkatan
kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN) menjadi perhatian serius. Dalam
kaitan ini peran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kementerian PANRB) menjadi sangat strategis untuk mewujudkan

pencapaian agenda tersebut.

Berdasarkan Perpres No. 47 Tahun 2015 tentang Kementerian PANRB,
Kementerian PANRB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu
Presiden dalam menvelenggarakan pemerintahan negara.



